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Achmad Firdaus H., E131 10 273,  dengan judul skripsi “Evaluasi 
Hubungan Jepang-Amerika Serikat Dari Segi Militer” di bawah 
bimbingan Dr. H. AdiSuryadi B.,MA selaku pembimbing I dan Muh. 
Ashry Sallatu, S.IP, M.Si selaku pembimbing II,  Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas 
Hasanuddin, Makassar 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Evaluasi 
Hubungan Jepang - Amerika Serikat dari segi militer. Dalam Penelitian 
ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Analisis deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan 
menjabarkan mengenai evaluasi hubungan Jepang Amerika Serikat 
dari segi militer. Tipe penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif 
yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Salah satu kendala 
dalam melakukan penelitian ini adalah memperkecil cakupan 
masalah,dikarenakan banyaknya masalah  yang dianggap penting namun 
memiliki kelemahan untuk diangkat sebagai satu masalah, sehingga 
menjadikan penelitian bersifat umum dan deskriptif. Peneliti 
menggunakan teknikanalisis data kuantitatif berupa mengumpulkan data 
dari sumber jurnal, responden, data statistik, buku-buku, dokumen,  
ataupun hasil-hasil penulisan yang berhubungan dengan permasalahan 
yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan 
cara pemeriksaan data secara akurat, sehingga dalam penelitian keraguan 
dan kesalahan akan terminimalisasi. 
Keberhasilan Jepang dibidang ekonomi telah membuat Jepang muncul 
sebagai satu kekuatan ekonomi yang dapat diperhitungkan di dunia 
internasional. Pada masa pasca perang dingin, keterkaitan ekonomi dan 
keamanan menjadi hal yang penting untuk dibahas di dunia internasional. 
Dengan kondisi seperti itu dimana AS menjamin keamanan Jepang dengan 
secara otomatis meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanannya. 
Peran keamanan Jepang dalam aliansi Jepang - AS sebenarnya telah 
dimulai sejak perang Dingin,dimana selain memberikan jaminan 
perlindungan militer bagi Jepang, AS juga telah mendorong Jepang untuk 
memperluas serta mengembangkan kebijakan pertahanannya. Kebijakan-
kebijakan ini dibentuk sedemikian rupa agar dapat menunjang strategi AS 
di kawasan Timur Jauh seperti yang digariskan dalam traktat pertahanan 
kedua negara.  Namun, beberapa tahun belakangan ini Jepang merasa tidak 
puas terhadap perlindungan yang diberikan oleh AS selaku penjamin 
keamanan. 






AchmadFirdaus H. E13110273, with the title of the “Evaluation Japan-
United States from the aspect of the Military”, under the guidance of 
Dr. H. AdiSuryadi B.,MA as Advisor I and Muh. Ashry Sallatu, S.IP, 
M.Sias Advisor II, Department of International Relations, Faculty of 
Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar. 
This researchaims to determine the relationshipof Japan EvaluationUnited 
States in terms of military know Prospects of  Japan-US  relations in terms 
of the military. This study, the writer uses descriptive type.Descriptive 
analysis is used to describe, record, analyze and describe the evaluation of 
Japanese-US  relationsin terms of the military.Type of  research is 
qualitativ described with words or sentences. One of the difficulties in 
implementing this research is to reduce the scope of the problem, because 
the number of issues that are important but have the disadvantage to be 
appointed as a problem, making the research are general and descriptive. 
Researchers usedquantitative dataanalysis techniquesof collectingdata 
fromthe sourcejournal, respondents, statistical data, books, documents, 
orwritingresultsrelated tothe problems studied. The collected datais then 
processedbyusing theway ofcheckingthe dataaccurately, sotheresearchof 
doubtanderrorwill beminimized.  
The success ofJapanese the field ofeconomicshas 
madeJapanemergedasaneconomic forceto be reckoned within 
theinternational world. In thepost-cold war period, 
economiclinkagesandsecuritybecome important factorstobe discussedin 
the international world. Under such circumstanceswherethe United 
StatesguaranteeingJapanesesecurityby automaticallyincreasing thedefense 
capabilitiesandsecure. 
Japan's securityrolein theJapan-US alliancehas actually beenstarted 
sincethe ColdWar, whichin addition toprovidingsecurityprotectionforthe 
Japanesemilitary, the United Stateshas also encouragedJapantoexpandand 
developits defensepolicy. These policies areshapedin such a wayin order 
tosupport thestrategy ofthe United Statesinthe Far Eastasoutlined in 
thedefensetreatybetween the two countries. However, in recent 
yearsJapanwasnotsatisfied with theprotections affordedby the United 
Statesasa securityguaranted. 






1.1 Latar Belakang Masalah 
Sejarah dan masyarakat Jepang merupakan hal yang menarik 
perhatian dunia dalam berbagai kasus subjek negara-negara di dunia. 
Sepanjang sejarah Jepang merupakan negara yang terisolasi 
kehilangan kontak luar dari semua negara utama dunia selama dua 
abad lebih, dari tahun 1638 sampai dengan 1868. Jepang mula-mula 
terkenal sebagai bangsa Asia pertama yang sanggup meniru bangsa 
Eropa dalam perkembangan ekonomi, industri, hukum, bahkan militer.  
Perkembangan industri yang terjadi di negara tersebut, 
membuat Jepang semakin maju dalam bidang kemiliteran, terutama 
dalam pengadaan alat-alat canggih peperangan. Hal ini berdampak 
pada dominasi Jepang di kawasan Asia Pasifik yang mampu 
mengalahkan bangsa Eropa dalam Perang Dunia I dengan 
menggunakan senjata teknologi modern pada saat itu yaitu ketika 
Jepang mengalahkan Rusia dari tahun 1904 sampai dengan tahun 
1905.
1   
 
Berjayanya dan usahanya mengalahkan negara di Eropa 
membuat Jepang menjadi terjerumus kepada kesalahan yaitu dengan 






mengadakan petualangan militer ke berbagai negara dan membentuk 
daerah jajahan. Petualangan-petualangan militer tersebut telah 
menjerumuskan Jepang ke dalam Perang Dunia II.
 
Puncaknya, pada 
tanggal 19 Februari 1945 sampai dengan 26 Maret 1945 dan sering 
juga disebut dengan operasi detasemen merupakan akhir dari 
petualang militer yang dilakukan oleh Jepang. Pertempuran antara 
Jepang dan Amerika Serikat dimulai dari sikap Jepang yang secara 
terang-terangan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dengan 
menyerang pangkalan militer Pearl Harbour yang merupakan 
pangkalan angkatan laut terbesar Amerika Serikat di Pasifik.  
Jepang yang sedang berada di atas angin juga menyerang 
pangkalan angkatan udara Amerika Serikat di Filipina, disusul 
menguasai Hong Kong, Malaya, Indonesia dan Birma. Penyerangan 
secara terang-terangan ini membuat Jepang dan Amerika Serikat ikut 
andil dalam Perang Dunia II. Jepang dan Amerika Serikat yang 
berseteru masing-masing dan bergabung kepada blok-blok yang juga 
ikut andil dalam terjadinya Perang Dunia II. Jepang masuk ke dalam 
anggota blok poros bersama Jerman dan Italia. Sedangkan, Amerika 
Serikat ikut bergabung dalam keanggotaaan blok sekutu yang terdiri 
dari Inggris, Perancis, Uni Soviet, Rusia, RRC dan Australia.  
Amerika Serikat yang secara terang-terangan diserang oleh 
pihak Jepang tidak tinggal diam saja Setelah melewati berbagai 
pertempuran, pada hari-hari terakhir Perang Dunia II Jepang mulai 
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terdesak atas serangan Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan 
gencarnya kembali menyerang pihak Jepang dengan mem-bom atom 
wilayah Hiroshima dan Nagasaki yang notabene merupakan wilayah 
yang menjadi pusat perekonomian pada saat itu hancur luluh lanta. Hal 
ini lah yang menjadi alasan kuat Jepang menyerah kepada sekutu. 
 
Pada akhirnya di tahun 8 September 1951 Jepang bersedia 
menandatangani perjanjian San Francisco (Treaty of San Francisco) 
yang ditandatangani oleh 49 negara yang berisi secara resmi 
mengakhiri Perang Dunia II, dan mengakhiri secara resmi kedudukan 
Jepang sebagai kekuatan imperialis, dan mengalokasikan kompensasi 
untuk warga sipil sekutu dan mantan tawanan perang yang menderita 
kejahatan perang Jepang.
2
 Perjanjian ini sebagian besar didasarkan 
pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pernyataan Umum 
tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu isi dari perjanjiannya 
adalah Kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat.  
 
 
Artinya pembubaran angkatan bersenjata Jepang dan 
ketergantungan Jepang pada aliansinya dengan Amerika Serikat
 
Jepang juga tidak menjalankan haknya untuk berperang dan 
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 Anderson, James, 1999, 50 Years from San Francisco: Re-examining the PeaceTtreaty and 




membangun angkatan bersenjata untuk berperang.
 3
 Jepang hanya 
diberikan otoritas untuk membela pertahanannya sendiri. Kondisi  ini 
mengharuskan Jepang menjaga perdamaian dengan kolaborasi 
internasional  sebagai  dasar  keamanan  nasional  melalui  stabilisasi  
kehidupan  rakyat  dan membangun  kapabilitas  pertahanan  serta  
kerjasama  dengan  Amerika  Serikat.   
Beberapa kebijakan  nasional  pertahanan  Jepang  lainnya  
adalah  memajukan  kebijakan  pertahanan ekslusif,  tidak  menjadi  
kekuatan  militer  yang  dapat  mengancam  dunia,  tidak 
mengembangkan  senjata  nuklir,  mengintensifkan  kerjasama  
keamanan  dengan  Amerika Serikat serta membangun kapabilitas 
defensif dalam batas-batas tertentu. Sebelum perjanjian San Fransisco 
ada dan disetujui di tahun 1947 ada konstitusi Jepang (Konstitusi 
Damai) Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah 
pendudukan Sekutu seusai Perang Dunia II dan direncanakan untuk 
menggantikan sistem monarki absolut yang militeristik dengan suatu 
bentuk demokrasi liberal.  
 
Saat ini, dokumen konstitusi ini bersifat kaku. Isi konstitusi ini 
memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan 
hak untuk memulai perang yang terdapat pada Pasal 9 dan dalam 
penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan kedaulatan rakyat yang 
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 Franz Michael and Gaston J. Sigur, 1992, The Asian Alliance : Japan and United States Policy, 
National Strategy Information Center Inc., New York, hal. 50. 
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berhubungan dengan peranan kekaisaran. Pada Pasal 9 konstitusi 1947 
dijelaskan bahwa pemerintah Jepang menolak adanya perang. Pasal 9 
tersebut berbunyi:  
“Bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan 
keadilan dan ketertiban, orang Jepang selamanya meninggalkan 
perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau 
penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan 
sengketa internasional. Dalam rangka mencapai tujuan dari 
paragraf sebelumnya, darat, laut, dan angkatan udara, serta potensi 
perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak untuk bermusuhan 
negara tidak akan diakui” 4 
 
Pasal 9 dalam Konstitusi 1947 tersebut menjelaskan bahwa 
adanya pelarangan terhadap argresi dan menolak semua kekuatan 
militer. Implikasinya adalah bahwa pertahanan Jepang tidak 
memiliki unsur militeristik dan tidak diizinkan untuk membentuk 
militer apapun meskipun industri Jepang mampu 
mengembangkannya. Dengan hasil perjanjian San Fransisco di 
tahun 1951 dan mengacu terhadap konstitusi 1947 otomatis 
Amerika Serikat memiliki kontribusi besar dalam bidang 
pertahanan Jepang dan menjalin aliansi bagi kedua negara.  
 
Keberadaan perjanjian ini membuat Jepang tidak memiliki 
kekuatan militer dan pertahanan yang kuat bagi negaranya. Hal ini 
yang kemudian membuat Jepang lebih fokus pada bidang ekonomi 
                                                          
4
 The Constitution of Japan, 
www.kantei.go.jp/foreign/Constitution_and_Government_of_Japan/constitution_e.html, 
diakses pada  6 Juni 2014. 
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hingga membuat Jepang memiliki ekonomi yang sangat maju 
hingga saat ini. Contoh yang riil kerjasama atau alliansi yang 
dilakukan oleh kedua negara adalah Amerika Serikat sendiri 
mempunyai rumah baru di daerah teritorial Jepang  yang  
menerima  keberadaan  militer  asing  di  wilayah  berdaulat 
mereka. Amerika Serikat menempatkan pangkalan  militernya di 
prefektur Okinawa yang  kemudian  dikatakan  sebagai  sebagai 
fasilitas penjaga  stabilitas  perdamaiaan  internasional,  namun  
pada  kenyataannya  fasilitas ini digunakan sebagai media untuk 
meningkatkan kekerasan dengan senjata atas nama perdamaian
5
 
Jepang memang memiliki  bentuk  fisik  yang  kecil  jika  
dibandingkan  dengan  Korea  dan Republik  Rakyat  Cina  yang  
berada  di  kawasan  Asia  Timur, Jepang merupakan negara yang 
terletak dikawasan Asia Timur. Secara geografis Jepang terletak di 
ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, letak  
geografis  yang  tidak dapat dikatakan strategis karena sangat 
rentan terhadap bencana alam, dan sumber daya alam  yang  
minim.  
Namun  Jepang  dapat  mempertahankan  posisinya  di  
dunia internasional  sebagai  negara  industri  dengan  kekuatan  
ekonominya  dan  keahliannya dalam  bidang  teknologi  sehingga  
Jepang  mendapatkan  sorotan  dari  negara-negara  lain dan  
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 Van der Zeijden, 2009, Foreign Military Bases and The Global Campaign to Close Them a 
Beginners Guide, Dutch organisation IKV, hal.1. 
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dijuluki  Macan  Asia.  Jepang  memiliki  produk  domestik  bruto  
terbesar  nomor  dua setelah Amerika Serikat, urutan tiga besar 
dalam keseimbangan kemampuan berbelanja, berada  di  peringkat  
ke-4  negara  pengekspor  terbesar dan  peringakat  ke-6  negara 
pengimpor terbesar di dunia dalam perdagangan luar negeri, serta 
penduduknya memiliki standar hidup yang tinggi dengan 
menempati peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia 
dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB 
(Perserikatan Bangsa-Bangsa).
6 
Namun  keadaan  berubah  ketika  
negara-negara  di  kawasan  Asia  Timur  seperti Korea Utara 
meluncurkan rudal balistik dan melakukan uji coba nuklir serta 
Cina yang membangun  kapabilitas  militer dan meningkatkan 
alutsistanya.  
 
Hal  ini  membuat kedua negara  berkerjasama sebagai  
aliansi  pertahanan dengan  Jepang. Kemajuan ekonomi Jepang 
tidak selaras dengan sistem pertahanan dan keamanannya yang 
relatif pasif. Sesuai dengan konstitusi tahun 1947 dan perjanjian 
San Fransisco di tahun 1951 yaitu terkait dengan penolakan 
terhadap perang dan sangat menjunjung perdamaian dunia serta 
seluruh hal yang berbau militer diserahkan oleh Amerika Serikat. 
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United Nations, Department of  Economic and Social Affairs, Population Division , 2007, World 
Population Prospects: The 2006 Revision, Highlights, Working Paper, hal.10. 
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Hal ini kemudian memberi batasan bagi pengembangan Pertahanan 
Jepang dan melarang bagi Jepang untuk mengembangkan kekuatan 
militer baik darat, laut maupun udara. Pada konstitusi ini Jepang 
hanya diperbolehkan bertumpu pada kemampuan beladiri atau 
JSDF (Japan Self Defence Force)
7
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sebuah penelitian ilmiah pada umumnya tidak hanya 
bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai 
suatu fenomena tertentu, tapi juga menjawab permasalahan yang 
ada. Mengingat dalam judul ini yang sudah dikemukakan 
diatas mencakup berbagai aspek dengan kompleksitas 
masalah. Maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti dan 
mengevaluasi bagaimana hubungan Jepang dan Amerika Serikat 
sebagai aliansi dalam bidang militer. Fenomena yang peneliti kaji 
relevan dengan  studi hubungan  internasional karena fenomena ini 
merupakan interaksi antar aktor negara dalam isu keamanan 
militer.  
Dalam  penelitian  ini juga,  peneliti  membatasi  pada  
kerjasama bidang militer yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika 
Serikat serta mengevaluasinya. Namun  peneliti  akan  membatasi  
kerjasama  tersebut  pada  tahun  2000-2010, karena pada tahun itu 
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 Semangat Baru Pertahanan Jepang, http://www.beritaindonesia.co.id/mancanegara/681-
semangat-baru-pertahanan-jepang diakses pada 6 Juni 2014. 
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Jepang-Amerika Serikat mengintensifkan kerjasamanya yang 
merupakan sebagian dari isi perjanjian yang kedua sepakati di 
bidang pertahanan. Berdasarkan pada uraian dan latar belakang 
diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Perkembangan hubungan Jepang-Amerika Serikat 
dari segi militer ? 
2. Bagaimana prospek hubungan Jepang-Amerika Serikat dari 
segi militer ? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui dan  mengevaluasi Perkembangan 
Hubungan Jepang- Amerika Serikat dari segi militer 
b. Untuk mengetahui Prospek Hubungan Jepang-Amerika Serikat 
dari segi militer 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 
a. Untuk menggambarkan dan menjawab permasalahan yang ada 
dengan teori atau konsep yang digunakan (pengimplementasian 
teori atau konsep terhadap suatu masalah). 
viii 
 
b. Untuk menguji hipotesis dengan memaparkan fakta atau data 
yang relevan mengenai Perkembangan Hubungan Jepang-
Amerika Serikat dari segi militer dan Prospeknya.  
c. Secara akademis, dapat dijadikan referensi dan bahan 
kajian lebih lanjut dalam studi Hubungan Internasional 
1.5 Kerangka Konseptual 
Pada suatu  penelitian  untuk  menghasilkan  analisis  yang  
akurat  dan  terpercaya maka dibutuhkan praduga atau hipotesa 
yang berlandaskan pada suatu konsep yang jelas sebagai acuan dan 
titik awal. Sehubungan dengan skripsi ini, penulis akan  
menggunakan Teori Aliansi, konsep kepentingan nasional dan 
konsep keamanan untuk  memaparkan Evaluasi hubungan Jepang-
Amerika Serikat dari segi militer. Hal ini kemudian tercipta dengan 
adanya kepentingan  nasional  yang  akan  menjelaskan  
kepentingan  nasional  yang  melandasi evaluasi yang dilakukan 
oleh kedua negara tersebut.  
Untuk  memenuhi  kebutuhan  negaranya  yang  terangkum  
dalam  kepentingan  negara,  secara  langsung  maupun  tidak  
langsung  suatu negara  akan  bergantung  kepada  negara  lain,  
dikarenakan  suatu  negara  tidak  dapat  memenuhi  segala  
kebutuhannya  sendiri dengan  didasari  oleh  kepentingan  
nasional, suatu  negara  akan  menjalankan  politik luar negeri 
untuk mencapai apa yang diinginkannya. 
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Konsep  keamanan  hanya  merujuk  pada  sifat  ancaman  
yang bersifat militer semata dan memfokuskan pada aspek negara. 
Menurut Buzan, keamanan berkaitan  dengan  masalah  
kelangsungan  hidup. Berdasarkan  kriteria  isu  keamanan,  Buzan  
membagi  keamanan  ke  dalam  lima dimensi  yaitu  politik,  
militer,  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  Tiap-tiap  dimensi 
keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik  
survival  dan ancaman yang  berbeda-beda.  Lingkungan  domestik  
dan  dinamika  internasional  merupakan  hal penting bagi analisis 






Sedangkan, teori Aliansi itu sendiri sangat terkait atau 
berhubungan erat dengan persekutuan,kesepakatan ataupun 
perjanjian yang berdasarkan suatu tujuan bersama. Pada 
perjalanannya, skripsi ini memungkinkan untuk memaparkan lebih 
banyak hipotesis  yang  dilandaskan  oleh  suatu  konsep.  Terlebih  
lagi  dikarenakan  peneliti diharuskan mengevaluasi kerjasama 
dalam bidang militer Jepang-Amerika Serikat sehingga  penulis  
akan mencoba melihat dari berbagai macam konsep berdasarkan 
fokus skripsi ini. 
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1.6 Metode Penelitian  
1.  Tipe Penelitian  
Penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian 
deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan, 
mencatat, menganalisis dan menjabarkan mengenai evaluasi 
hubungan Jepang-Amerika Serikat dari segi militer. Tipe 
penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang 
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Salah  satu  kendala  
dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  memperkecil cakupan  
masalah,  dikarenakan  banyaknya  masalah  yang dianggap  
penting  namun memiliki  kelemahan  untuk  diangkat  sebagai  




2.  Jenis Data Penelitian  
Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder,yaitu 
tidak diperoleh langsung dari sumbernya melainkan dari 
kepustakaan, laporan-laporan yang sudah berbentuk buku, majalah, 
diklat, berita, atau sumber-sumber yang tidak tertulis.  
3.  Teknik Pengumpulan Data  
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Usaha pengumpulan yang relevan dengan penelitian, maka 
cara yang digunakan adalah mencari data yang bersangkutan 
dengan variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Kelengkapan data, 
hal ini dapat menjadi dasar yang objektif dalam proses pembuatan 
keputusan-keputusan atau kebijakan dengan memecahkan masalah 
yang ada.  
4.  Analisis Data  
Penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif berupa 
mengumpulkan data dari sumber jurnal, responden, data statistik, 
buku-buku, dokumen,  ataupun hasil-hasil penulisan yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang 
terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan cara 
pemeriksaan data secara akurat, sehingga dalam penelitian 
keraguan dan kesalahan akan terminimalisasi. 
5. Teknik Penulisan 
Metode teknik penulisan yang disajikan penulis adalah 
deduktif, dimana paragraf yang tersaji didahului dengan gambaran 
secara umum atau ide pokok paragraf untuk kemudian ditarik 




















KEBIJAKAN KEAMANAN JEPANG-AMERIKA SERIKAT 
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Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuat Jepang 
harus memperbaiki kehancuran  yang dideritanya akibat perang 
melalui perbaikan  bidang ekonomi, untuk memperbaiki 
perekonomiannya, Jepang menyerahkan  pertahanannya kepada 
Amerika Serikat (AS)  agar dapat lebih berkonsentrasi dalam 
membangun  perekonomiannya kembali, Sehingga Jepang 
memperoleh keberhasilan di bidang ekonomi yang membuat 
Jepang bangkit kembali dari keterpurukan perekonomian dan 
kembali  diperhitungkan  di internasional. 
Pada masa pasca-Perang Dingin keterkaitan ekonomi dan 
keamanan menjadi hal  yang  terpenting untuk  tetap bertahan di 
era perubahan sistem  internasional.  Di tambah lagi  dengan  peran  
Jepang  di dunia internasional  yang semakin membesar telah 
mendorong Jepang untuk lebih  meningkatkan  kemampuan  
pertahanan  dan keamanannya melalui aliansi Jepang-AS.  
 
 
Dasar-dasar kebijakan keamanan Jepang adalah:  
1. kebijakan  pertahanan  yang  bersifat  eksklusif,  yaitu  Jepang  
tidak  akan menggunakan kekuatan  militernya kecuali  terdapat  
ancaman  nyata  terhadap keamanan dalam negeri Jepang dan 
menggunakan kekuatan militernya dijaga pada  tingkat  yang  
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minimum  bagi  pertahanan  diri.  Hal  ini  sesuai  dengan 
strategi pertahanan pasif  yang terdapat dalam konstitusinya. 
Oleh karena itu, Jepang  tidak  diperbolehkan  mempunyai 
kekuatan  militer  yang  mampu menyerang negara lain,  
sebagai contoh Self  Defense Forces (SDF) tidak  
diperbolehkan  mempunyai Inter-Continental  Ballistic Missile 
(ICBM) 
2. Jepang  tidak  akan  menjadi  negara  militer  kuat,  dalam  arti  
bahwa  kekuatan militer Jepang tidak akan mengancam negara 
lain. 
3. Jepang akan mematuhi tiga  prinsip  non-nuklir, yaitu: tidak  
mempunyai persenjataan  nuklir,  tidak  memproduksi  
persenjataan  nuklir,  dan  tidak memperbolehkan persenjataan 
nuklir di Jepang. 
4. Kekuatan militer Jepang tetap berada dibawah kekuasaan sipil 
sebagai ciri dari negara demokrasi. Operasi pertahanan SDF 
tetap memerlukan persetujuan dari legistatif. 
 
Pembuatan  kerangka  dasar  dari  kebijakan  pertahanan  
dilihat  dari  berbagai aspek, Jepang selalu melihat dari 3 faktor 
penting yaitu konstitusi Jepang, perjanjian keamanan  dengan  AS,  
serta  piagam  PBB.  Ketiga  faktor  ini  menjadi  acuan  penting 
dalam  kebijakan  pertahanan  Jepang.  Nantinya  ketiga faktor  ini  
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menjadi  dasar kebijakan pertahanan Jepang. Pemerintah Jepang 
mengeluarkan tiga buah kebijakan keamanan yang menjadi dasar  
bagi  peran  keamanan  Jepang  dalam  aliansi  Jepang  AS.  
3.1. Japan US Security Traety 1951 
Terbentuknya aliansi AS Jepang bermula ketika Jepang 
menderita kekalahan  pada Perang Dunia II yang berakibat 
pendudukan wilayah Jepang oleh pasukan AS. Setelah berakhirnya 
masa  pendudukan tersebut,  AS berkeinginan merangkul Jepang 
untuk  di  jadikan  sebagai  sekutu  utama  dan  pilar  pertahanan  di  
Asia.   Berdasarkan perjanjian  keamanan  yang  dibuat,  maka  AS  
memiliki  komitmen  untuk menjamin  keamanan  Jepang  dan  
melindunginya  dari  bahaya  lingkungan  eksternal dalam  hal  ini  
ancaman   dari  agresi  militer  US  beserta  sekutunya-sekutunya 
yang berada di Asia seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam. 
Jepang menandatangani perjanjian damai (peace treaty) 
pada September 1951 dengan  Negara-negara  anggota  
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dan  pada  saat yang  
bersamaan  Jepang  juga  menandatangani  perjanjian  militer  
viii 
 
dengan  AS  (JapanU.S. Security Treaty) yang mengijinkan AS 
untuk menempatkan kekuatan militernya di Jepang. Perjanjian 
mulai efektif berlaku pada 28 Februari 1952 bersamaan dengan 
berakhirnya  masa  kependudukan  sekutu  (AS)  di  Jepang  serta  
kemerdekaan Jepang yang diakhiri dengan perjanjian keamanan 









Gambar 1 : Perjanjian Perdamaian dengan Jepang (San Francisco 
Peace Treaty) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian San Francisco 
(Treaty of San Francisco) antara Sekutu dan Jepang secara resmi 
ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 di San Francisco, 
California. 
Landasan dari  aliansi Jepang AS adalah Mutual Security 
Treaty  yang dibuat dan  disepakati  oleh  kedua  Negara. 
Terbentuknya  perjanjian  keamanan  tersebut berkaitan  dengan  
kepentingan  strategi  AS  pada  masa  perang  dingin  untuk 
membendung pengaruh bekas US dan kekuatan Komunis China di 
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Asia. AS melihat Jepang sebagai sdalah satu Negara yang memiliki 
potensi untuk menjadi sekutu utama dan pilar pertahananannya di 
Asia. Pada  Januari  1951  terjadi  Perang  Korea,  antara  Korea  
Utara  yang  didukung oleh  US  dan  Korea  Selatan  yang  
didukung  oleh  AS.   Perang  korea  ini  terjadi karena  adanya  
keinginan  Korea  Utara  untuk  menyatukan wilayah korea  di  
bawah kekuasaannya.    
Jepang yang berada berada di dalam blok AS menyadari 
bahwa ancaman blok komunis Sino-Soviet sudah semakin dekat 
dengan  wilayahnya. Ancaman itu dianggap dapat membahayakan 
padahal itu  hanya merupakan  taktik  dari US  untuk membuka  
akses ke  laut  Jepang serta menguasai Semenanjung Korea yang 
mengelilingi wilayah Jepang. Keadaan ini tentu saja merupakan 
ancaman  bagi Jepang  yang hanya memiliki  kemampuan 
pertahanan terbatas (exclusively defensive).
10
 
Dengan  adanya  situasi  tesebut, AS  menawarkan  kepada  
Jepang  untuk menempatkan pangkalan militernya di Jepang untuk 
berjaga dan berlindung dari  serangan  US  dan  Korea  Utara.   
Usulan  AS  tersebut  di  setujui  oleh  perdana menteri Jepang saat 
itu, Yoshida yang kemudian diwujudkan pada tahun 1960 melalui 
Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United 
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States of America and Japan.  Perjanjian  kerjasama  militer  ini  
menggantikan  perjanjian  keamanan Japan-US Security Treaty 
tahun 1951. Dalam Treaty  of  Mutual  Cooperation  and  Security 
yang  baru  ini  terdapat empat  hal  pokok  yang  menjadi  dasar  
pemikiran  perjanjian  keamanan  yang  baru tersebut, yaitu: 
11
 
1. AS dan Jepang menyadari keberadaan ancaman militer 
bersama. 
2. AS dan  Jepang  mempertimbangkan  untuk  kerjasama 
dalam keamanan. 
3. AS dan  Jepang  memandang  bahwa  kebebasan  politik 
& ekonomi  harus dilindungi . 
4. Untuk  mendukung  pandangan  ini  AS  dan  Jepang  
setuju  agar  AS  menanggung  kewajiban untuk melindungi 
keamanan Jepang dan kawasan timur jauh. 
Pada awalnya Jepang berkonsentrasi pada bidang ekonomi 
untuk membangun kembali negaranya yang hancur akibat perang 
sehingga menyerahkan pertahanan dan keamanan nya kepada AS. 
Namun dengan adanya perang Korea pada awal 1950-an telah  
mengubah  kebijakan  pendudukan  AS  mengenai  larangan  
pembentukan angkatan bersenjata  dan  potensi perang lainnya.   
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Sehingga kepergian tentara AS ke medan pertempuran  di  
Korea  menyebabkan  AS  menuntut  Jepang  membentuk 
cadangan polisi nasional (National Police Reserves/NPR) untuk 
dikirim dalam perang korea. Yang empat tahun kemudian 
berkembang menjadi Badan Keamanan Nasional (National  
Security  Agency/NSA)  dan  kemudian  berubah  menjadi  Badan  
Pertahanan Nasional (National Defense Agency/NDA) yang 
merupakan cikal bakal terbentuknya SDF (Self Defense Force)  
Jepang  dan  bertujuan  untuk  menjaga  keamanan  dalam  negeri  
Jepang  dan sekaligus merupakan inti kekuatan militer di masa 
yang akan datang. 
3.2. National Defense Program Outline 1976 
Peranan Self Defense Forces(SDF) dalam keamanan 
nasional Jepang sampai tahun 1970-an sangat tergantung pada AS. 
Pada tahun 1976, Japan Defence Agency (JDA) mengeluarkan 
Garis Besar Program Pertahanan Nasional atau NDPO, sebagai 
keinginan  Jepang  untuk  meningkatkan  kekuatan  dan  
kemampuan  militer  Jepang sejalan  dengan  kemajuan  ekonomi  
yang  dicapai.  Dalam  NDPO  terdapat  beberapa prinsip pada 
kebijakan pertahanan Jepang. Prinsip tersebut antara lain, 
kebijakan yang berorientasi pertahanan, tidak menjadi power 
militer, menerapkan Three Non-Nuclear Principles, 
mempertahankan kontrol sipil  atas militer, menerapkan Three  
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Principles on Army Export, dan menetapkan batas maksimum 




Konsep pertahanan nasional dari sisi kepentingan Jepang 
mengalami kemajuan, karena sudah diarahkan untuk melindungi 
Jepang dari sasaran agresi bersenjata, selain tetap menyimpulkan  
bahwa Mutual  Security  Treaty (MST)  masih  cukup  mampu 
melindungi  wilayah  Jepang  menghadapi  kemungkinan  konflik  
di  Asia  Timur. Ketentuan  pokok  yang  masih  tetap  
diberlakukan  adalah  larangan  untuk  memiliki, memproduksi dan 
menggunakan wilayah Jepang sebagai transit senjata nuklir 
 
Melalui NDPO 1976, untuk pertama kalinya dilakukan  
konfirmasi ke publik mengenai  struktur  kekuatan,  tingkat  
kemampuan  pertahanan  yang  dimiliki  Jepang pada masa damai. 
Namun perubahan sistem internasional dan meningkatnya potensi 
ancaman  di  kawasan  menyebabkan  Jepang  merasa  perlu  
mengantisipasinya  dengan mengubah kebijakan pertahanan. 
3.3. Guidelines for Defense Cooperation 1978 
Guidelines  yang  di  tandatangani  pada  tahun  1978  ini  
merupakan  suatu pedoman  konkret  bagi  kerjasama  pertahanan 
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antara  AS-Jepang  tidak  hanya  dalam  kasus  serangan  bersenjata  
langsung  terhadap  Jepang  (direct  Attack  against  Japan) tetapi 
juga dalam keadaan terjadi konflik disekitar Jepang. Dalam 
Guidelines ini juga disebutkan mengenai pembagian peran dan 
tugas (roles and duties) antara Jepang-AS  yang  diwujudkan  
melalui  latihan  bersama  pasukan  kedua  negara.    
Peran  dan tugas Jepang dalam Guidelines ini adalah 
mendukung operasi militer AS bila terjadi serangan terhadap  
Jepang. Kerjasama ini menandakan bahwa kebijakan pertahanan 
Jepang  semakin  terintegrasi  ke dalam  struktur  kekuatan  AS.   
Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  dukungan  Jepang  dalam  
aliansi  masih  kecil  dengan hanya memberikan wilayahnya untuk 
dijadikan pangkalan militer AS dan memberikan dukungan logistik 
bagi operasi militer AS. Dalam  mendukung peningkatan peran 
Jepang dalam aliansi maka  Jepang  meningkatkan  anggaran  
pertahanannya yang pada  awalnya  anggaran pertahanan Jepang 
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Dalam Guidelines kerjasama  pertahanan  Jepang  dan  AS  
mencakup  tiga wilayah, yaitu:
14
 
1. Digunakan  untuk  mencegah  agresi  (melalui  kerjasama  
dalam keadaan normal). 
2. Aksi  yang  dilakukan  sebagai  respon  terhadap  
serangan  atas Jepang. 
3. Kerjasama  Jepang-AS  di  luar  wilayah  Jepang  yaitu  
di  daerah timur jauh yang berpengaruh terhadap keamanan 
Jepang. 
Tujuan  utama  dari Guideline adalah  sebagai  formulasi  
kebijakan  yang  digunakan dalam aksi bersama Jepang-AS untuk 
mengatasi serangan terhadap Jepang dan juga menekankan 
kerjasama dalam situasi di timur jauh (Far East) di luar Jepang 
yang memiliki pengaruh penting terhadap keamanan Jepang. 
3.4. Policy After Cold War (1995-2004) 
Keadaan dunia yang tidak menentu setelah Perang Dingin 
berakhir, membuat para  pemikir  keamanan  Jepang,  baik  itu  
perencana  pertahanan (defense  planners), politisi, maupun 
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pemerhati dari masyarakat, merasakan perlunya peninjauan 
kembali kebijakan  keamanan  Jepang.  Adanya  pendekatan  baru  
di  bidang  keamanan (keterkaitan  antara  bidang  ekonomi  dan  
keamanan  melalui  economic  security /keamanan  ekonomi)  
diperlukan  untuk  menjamin  keamanan  Jepang.  Dalam tatanan 
dunia yang masih dalam masa transisi banyak kekacauan skala 
kecil yang sulit untuk  diprediksi.  Sementara  pendekatan  
kebijakan  keamanan  yang  baru  sangat dibutuhkan  Jepang  untuk  
dapat  bertindak  lebih  cepat lalu nengantisipasi  keadaan tersebut. 
3.4.1 Revision  for  National  Defense  Program  Outline  1976 
Selama  ini  yang  menjadi  dasar  bagi  program  
pertahanan  Jepang  adalah National Defense Program Outline 
(NDPO) tahun 1976 yang dibuat dalam kerangka keadaan Perang 
Dingin. Namun NDPO 1976 ini tidak lagi dianggap sebagai 
pedoman yang  relevan  bagi  pertahanan  Jepang  pasca Perang  
Dingin.  Dalam  buku  putih pertahanan  Jepang  tahun  1993-1994  
dikatakan  bahwa  keadaan  kawasan  yang  tidak menentu  dapat  
menciptakan  ancaman  yang  lebih  mendesak  bagi  keamanan  
Jepang dibandingkan ancaman yang berasal dari bekas Uni Soviet 
sehingga rumusan pasukan dan  persenjataan  yang  ada  dalam  
NDPO  1976  tidak  layak  digunakan  untuk menghadapi 
tantangan dari situasi dan kondisi internasional terutama di 
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kawasan Asia Pasifik  yang  dianggap  sebagai  kawasan  yang 
dinamis  terhadap perubahan.   
Terlebih lagi kebijakan pemerintah Jepang melarang 
adanya penggelaran pasukan militernya di luar  perairan  laut  
Jepang  dan  melarang  partisipasi  SDF (Self Defence Force)  
Jepang  dalam  sistem pertahanan  kolektif  sehingga  membatasi  
Jepang  untuk  dapat  berperan  lebih  aktif dalam  menjamin  
keamanannya  sendiri  dalam  menghadapi  pihak-pihak  yang 
mengganggu stabilitas regional dan global. 
Tanggal 28 November 1995 dikeluarkanlah NDPO baru 
guna mengantisipasi perkembangan  situasi  keamanan  pasca 
Perang Dingin. Cetak  biru pertahanan yang baru ini menyebutkan 
bahwa walaupun kemungkinan Perang Dunia telah  berkurang  
dengan  berakhirnya  Perang  Dingin,  tetapi  faktor-faktor  
penyebab keadaan  yang  tidak  menentu  dan  tidak  dapat  
diprediksi  ini  seperti  sengketa teritorial,  konfrontasi  agama  dan  
etnis,  dan  proliferasi  senjata  penghancur  massal (termasuk  di  
dalamnya  senjata  nuklir  dan  rudal)  masih  tetap  ada  dan  
cenderung meningkat.  Di  wilayah  sekitar  Jepang  juga  masih  
terdapat  ancaman  bagi  keamanan wilayah Jepang seperti 
ketegangan yang masih berlanjut di semenanjung Korea antara 
Korea Utara dan Korea Selatan. 
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NDPO 1995 dibentuk berdasarkan pemikiran bahwa setelah 
memasuki pasca Perang Dingin, persepsi ancaman militer telah 
berubah baik bentuk maupun fisiknya namun  konsep  kapabilitas  
pertahanan  dasar  (basic  defense  capability)  tetap dipertahankan. 
Jepang diperbolehkan untuk memiliki kapabilitas pertahanan 
minimum yang dibutuhkan  oleh  suatu  negara merdeka  di  mana 
kapabilitas  pertahanan  Jepang ini  harus memainkan  peran  yang  




Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar bagi kebijakan 
pertahanan Jepang, yaitu 
15
 
1. Tetap menganut kebijakan pertahanan eksklusif (exclusively 
defense  oriented  policy). Menurut  kebijakan  ini  Jepang  
melakukan  operasi  defensif hanya jika negaranya diserang 
oleh kekuatan dari luar. Cakupan operasi militer dan tingkat  
kekuatan  pertahanan  yang  dikerahkan  akan  dipertahankan  
pada  tingkat minimum  yang  dibutuhkan  bagi  pertahanan  
diri  sehingga  strategi  pertahanannya bersifat pasif. Batasan 
spesifik untuk pertahanan minimum yang perlu bagi kapabilitas 
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pertahanan  diri  sangat  bervariasi  tergantung  pada  situasi  
internasional  yang  sedang terjadi, standar teknologi militer, 
dan kondisi lainnya. Namun, demikian Jepang tidak 
diperbolehkan  untuk  memiliki  senjata  yang  dapat  
menimbulkan  kehancuran massal  di  wilayah  lawan.  
Pemilikan  senjata  seperti  itu  dianggap  telah  melampaui 
batas  minimum  yang  diperlukan  bagi  pertahanan  diri  
sehingga  SDF  Jepang  tidak diperbolehkan untuk memiliki 
perlengkapan seperti ICBM (intercontinental ballistic missile), 
pesawat  pembom  strategis  jarak  jauh (long  range  strategic  
bombers), atau kapal induk penyerang (offensive aircraft 
carriers)  
2. Jepang tidak akan menjadi kekuatan militer yang dapat 
menimbulkan ancaman bagi  keamanan negara lain. Artinya, 
Jepang tidak akan memiliki  kekuatan militer yang cukup kuat 
untuk dapat menimbulkan ancaman bagi negara lain dan yang 
melewati batas minimum yang dibutuhkan untuk kapabilitas 
pertahanan diri. 
3. Jepang memegang teguh tiga prinsip nonnuklir, yaitu: tidak 
memiliki, membuat, dan memporbolehkan senjata nuklir di 
Jepang. 
4. Jepang tetap mempertahankan kendali sipil atas militer yang 
berarti setiap keinginan dan keputusan politik memiliki 
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prioritas lebih di atas militer, atau berarti kendali politik 
demokratis terhadap militer. 
5. Jepang tetap mempertahankan pengaturan keamanan Jepang-
AS 
NDPO baru juga menekankan bahwa traktat keamanan 
Jepang-AS sangat penting  bagi  keamanan  Jepang  serta  dapat  
menjamin  perdamaian  dan  stabilitas  di wilayah sekitar Jepang. 
Kerangka yang paling efektif bagi pertahanan Jepang adalah kerja  
sama  pertahanan  yang  erat  antara  Jepang-AS yang merupakan 
kombinasi  dari kapabilitas  pertahanan  yang  layak  bagi  SDF 




Dalam NDPO 1995 juga terdapat misi baru bagi SDF 
Jepang yang disebabkan oleh  adanya  perubahan  keadaan  
domestik  (harapan  akan  peningkatan  peran  SDF dalam  aliansi)  
dan  internasional  (berakhirnya  Perang  Dingin).  Hal  ini  
dimaksudkan agar SDF Jepang lebih siap dalam menghadapi 
berbagai situasi yang mungkin timbul. Contoh  misi  ini,  misalnya  
pemberian  bantuan  yang  efektif  dalam  bencana  alam, kegiatan  
antiteroris,  dukungan  bagi  pasukan  penjaga  perdamaian  atau  
PKO  PBB (peace keeping operation) untuk membangun 
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lingkungan keamanan yang lebih stabil, dan  mempromosikan  
kerja  sama  internasional  melalui  kegiatan  bantuan  keadaan 
darurat internasional (international emergency relief activity).
17
 
Untuk  itu  kapabilitas  pertahanan  Jepang  perlu  
direstrukturisasi  dalam  skala maupun  fungsi  dengan  cara  
memangkas  dan  membuatnya  lebih  efisien  dan  padat, 
meningkatkan  fungsi-fungsi  yang  dianggap  perlu,  serta  
membuat  kemajuan  secara kualitatif.  Penelitian  dan  
pengembangan  teknis  akan  ditingkatkan  untuk mempertahankan 
dan menambah tingkat kualitas kapabilitas pertahanan Jepang 
sesuai dengan perkembangan kecanggihan teknologi. 
Kapabilitas  pertahanan  Jepang  menurut  NDPO  ini  
memiliki  tiga  peran
18
: 
1. Bagi pertahanan nasional. Untuk menangkal agresi terhadap 
Jepang bersamaan dengan pengaturan keamanan Jepang-AS 
maka perlu dimiliki suatu kapabilitas pertahanan dengan skala 
yang cukup dan memiliki fungsi yang diperlukan bagi  
pertahanan,  konsisten  dengan  karakteristik  geografi  Jepang,  
dan memperhitungkan  kapabilitas  militer  negara-ncgara  
tetangga.  Ketika  suatu  negara melakukan aksi militer ilegal 
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terhadap Jepang yang dapat mengarah pada agresi tak  
langsung,  tindakan  pencegahan  harus  segera  diambil  untuk  
menghadapinya  dan mengendalikan keadaan  sedini mungkin. 
Jepang  harus memiliki  struktur  pertahanan yang dapat segera 
merespon berbagai tipe dan skala agresi dengan 
mengintegrasikan fungsi-fungsi  pertahanannya  dan  
mempertahankan  serta  meningkatkan  kredibilitas pengaturan 
keamanan Jepang-AS. 
2. Merespon  terhadap  bencana  skala  besar  dan  berbagai situasi  
lain.  Ini  termasuk  dalam  menghadapi  tindakan  teroris  dan  
situasi  lain  yang memerlukan  tindakan  segera.   
untuk  menyelamatkan  nyawa  dan  harta  manusia.  Jika 
situasi  ini  terjadi  di  area  sekitar  Jepang  dan  memiliki  
pengaruh  penting  bagi perdamaian  dan  keamanan  
nasionalnya,  maka  Jepang  akan  bertindak  sesuai  hukum dan 
bekerja sama dengan PBB serta melaksanakan pengaturan 
keamanan Jepang-AS.  
3. Melakukan  sumbangan  pada  pembentukan  lingkungan 
keamanan  yang  lebih  stabil  lewat  partisipasi  dalam  
kegiatan  penyelamatan  bencana internasional (international  
disaster  relief), mempromosikan  pertukaran  dan  dialog 
keamanan  serta  ikut  serta  dalam  usaha  mencegah  
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proliferasi  senjata  penghancur massal dan rudal seita 
pengendalian senjata konvensional. 
Secara garis besar NDPO 1995 memuat kebijakan-
kebijakan sebagai berikut:  
1. Perampingan  ukuran  dan  fungsi  kekuatan  pertahanan  
Jepang  dan  peningkatan kualitas untuk menghadapi 
setiap situasi yang ada. 
2. Peningkatan  pendidikan  militer  dan  latihan  bersama  
antara  SDF  dan  militer  AS untuk  mernpertahankan  
aliansi  dan  memberi  kontribusi  aktif  untuk  
perdamaian dan stabilitas internasional. 
3.4.2 Joint Security Declaration 1996  
Untuk  mempertahankan  kerja  sama  keamanan  Jepang-
AS  pasca  Perang Dingin  dan  mempertahankan  hubungan  
aliansi  kedua  negara,  maka  pemerintahan Bill Clinton ingin 
membuat agar fungsi aliansi semakin relevan untuk mengatasi 
beberapa masalah  yang  dianggap  dapat  membahayakan  
stabilitas  regional  seperti  konflik  di Semenanjung  Korea,  Selat  
Taiwan  dan  Laut  Cina  Selatan
. 
Keinginan  Clinton  itu kemudian  dirumuskan  pada U.S.  
Security  Strategy  in  East  Asia yang  dikeluarkan bulan  Februari  
1995.  Selanjutnya  untuk  menindaklanjuti  perumusan  strategi  
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AS  di Asia  Timur  tersebut maka pemerintahan Clinton  
mengadakan perjanjian  kerja sama dengan  pemerintah  Jepang.  
Hasil  tersebut  kemudian  diwujudkan  dalam The  Japan U.S. 
Joint Declaration on Security (Deklarasi baru keamanan bersama 
yang dikeluarkan pada tahun 1996) atau yang lebih dikenal dengan 
Joint Declaration on Security yang dikeluarkan oleh Presiden AS, 
Bill Clinton dan PM Jepang, Ryutaro Hashimoto tanggal 17 April 
1996 Joint Declaration ini menandai awal dari  proses penerimaan 
pembuatan undang-undang revisi Guidelines oleh Diet (parlemen)  
Jepang. Joint  Declaration ini  sekaligus menandakan  bahwa  
kerjasama  keamanan  Jepang-AS  tetap  berlanjut  dan  memiliki  
signifikansi  pada pasca Perang Dingin. 
Joint Declaration menegaskan kembali bahwa hubungan 
kerja sama Jepang-AS merupakan landasan untuk meraih tujuan 
keamanan bersama dan mempertahankan lingkungan Asia Pasifik  
yang stabil  dan sejahtera  memasuki  abad 21. Landasan untuk 




a.  Meningkatkan  pertukaran  informasi  dan  pandangan  
terhadap  situasi internasional,  dan  melakukan  konsultasi  
tentang  kebijakan  pertahanan  dan militer kedua negara.  
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b.  Merevisi Guidelines  1978 untuk  kerja  sama  pertahanan  
Jepang-AS,  dan melakukan  studi  tentang  kerja  sama  
bilateral  untuk  mengatasi  situasi  di wilayah  sekitar  
Jepang  yang  berdampak  penting  pada  perdamaian  dan 
keamanan Jepang.  
c.  Kerja  sama  yang  lebih  lanjut  yang  didasarkan  pada  
perjanjian  Jepang-AS tentang saling pemberian bantuan 
logistik, suplai dan jasa antara SDF Jepang dan personil 
AS.  
d.  Peningkatan  pertukaran  peralatan  dan  teknologi  yang  
digunakan  dalam  aliansi.  
e.  Mencegah proliferasi Weapons of Mass Destruction 
(WMD) dan kerja sama dalam studi tentang Ballistic 
Missile Defense (BMD). 
Joint Declaration juga telah menegaskan bahwa kedua 
negara akan bekerja keras untuk mencapai perdamaian dan  
stabilitas keamanan lingkungan  Asia Pasifik. Kehadiran  AS  di  
kawasan  didukung  oleh  hubungan  keamanan  Jepang-AS  yang 
dijadikan dasar untuk meraih usaha-usaha di atas. Jepang-AS  
sebelum  mengeluarkan  Joint  Declaration  juga  telah melakukan 
review terhadap  kebijakan-kebijakan  keamanannya  bersamaan  
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dengan diskusi-diskusi  antara  kedua  negara  untuk  lebih  
meningkatkan  kredibilitas  aliansi.  
Pada  Februari  1995,  Departcmen  Pertahanan  AS  
mengeluarkan  dokumen  yang berjudul United States Security 
Strategy for the East Asia-Pacific Region (atau yang disingkat 
dengan the  East  Asia  Security Strategy). Dokumen  ini  secara  
menyeluruh menjelaskan  tentang  strategi  pemerintahan  Clinton  
terhadap  masalah  keamanan  di kawasan  Asia  Pasifik  dan  
mengklarifikasi  kebijakan  dasar  yang  ada  dalam Joint 
Declaration.  
Dokumen tersebut menjelaskan  mengenai  karakteristik  
kehadiran pasukan militer AS di Asia sebagai suatu elemen yang 
tidak terpisahkan dari stabilitas dan  perdamaian  kawasan,  dan  
konfirmasi  tentang  kebijakan  AS  untuk  mengurangi jumlah  
pasukarnya  dari  135.000  menjadi  sejumlah  100.000  personil  
militernya (termasuk 37.500 yang ada di Korea Selatan dan 59.000 
di Jepang) di kawasan Asia Pasifik  sejak  tahun  1992
. 20
 
Dalam Joint  Declaration ini  juga  menjelaskan  tentang 
penekanan  hubungan  keamanan  Jepang-AS  adalah  hubungan  
aliansi  bilateral  yang terpenting dan  tetap  menjadi  landasan bagi  
strategi  keamanan  di  Asia  pasca Perang Dingin. Joint  
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Declaration  secara  spesifik  mendefinisikan  peranan  yang  harus 
dilakukan masing-masing negara untuk memperkuat kerja sama 
pertahanan, sebagai landasan  dalam  hubungan.  kerja  sama  
antara  dua  negara,  dan  ekspresi  keinginan kedua negara untuk 
lebih memperdalam kerja sama keamanan. 
Signifikansi dari Joint Declaration terletak pada kenyataan 
bahwa :   
1. Hal tersebut mewakili usaha-usaha dari kedua  negara  untuk  
mengadaptasi  perubahan  yang  terjadi  dalam  lingkungan 
keamanan kawasan setelah berakhirnya Perang Dingin.  
2. Menyatakan kembali komitmen  untuk  mempertahankan  
aliansi  melalui  kegiatan-kegiatan  yang  telah membentuk  
kerangka  dasar  kerja  sama  pertahanan  selama  masa  Perang  
Dingin.  
Dengan  kata  lain  mereka  mengkonfirmasikan  kebijakan  
mereka  untuk  memperkuat hubungan  kerja  sama  keamanan  
kedua  negara  untuk  mengisi  situasi  di  daerah sekitar  Jepang  
melalui  penekanan  peran  kerja  sama  keamanan  untuk  menjaga 
stabilitas  dan  perdamaian  kawasan  Asia  Pasifik  yang  muncul  
setelah  berakhirnya Perang Dingin. Di  sisi  lain,  kedua  Negara 
mengkonfirmasikan  bahwa  mereka  akan mempertahankan  
kerangka  kerja  dasar  tentang  pembagian  peranan  yang  telah 
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disetujui  dalam  perjanjian  keamanan  Jepang-AS. Joint  
Declaration juga  menandai dimulainya  proses  tiga  tahun  untuk  
merevisi Guidelines 1978  dan  menuju  pada pembentukan 
Undang-Undang Guidelines.  Pada  akhirnya Joint  Declaration ini  
menuju  pada  dikeluarkannya  revisi Guidelines 1978  yang  
menekankan  pada  situasi  di  daerah  sekitar  Jepang  yang 




3.4.3 Revision  of  Guidelines  for  Defense  Cooperation  1978 
Penandatanganan Revision of Guidelines for Defense di 
tahun  1997   merupakan kelanjutan dari pola hubungan strategis di 
Asia yang telah ada selama lebih dari 50 tahun.   Ada  dua  elemen  




1. Komitmen Jepang terhadap hubungan kerja sama keamanan 
yang selalu dibatasi muncul menjadi lebih spesifik. 
2. Perubahan lingkungan strategis baik regional maupun 
internasional. 
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Kedua elemen di atas menjadi indikasi bagi Jepang dan AS 
untuk lebih  menyesuaikan  peran  aliansinya.  Untuk  
mengadaptasi  indikasi  tersebut  maka dibutuhkan kebijakan baru 
untuk menghadapi tantangan baru pada era pasca-Perang Dingin. 
Dalam periode yang lama  setelah Perang Dunia  II, strategi 
nasional  Jepang menekankan pada ―one center, two basic points‖. 
One center yang dimaksud adalah strategi  Jepang  untuk  menjadi  
“big  economic  power”  sedangkan two  basic  points merujuk  
pada  “Japan-U.S  Alliance”  dan  “peaceful  constitution”.  
Memasuki  tahun 1990-an,  prioritas  ekonomi  secara  bertahap  
diganti  oleh  tujuan  strategis  untuk menjadi  “political  power”.   
Sebagai  hasilnya,  hubungan  Jepang-AS  menjadi agenda 
penting kebijakan luar negeri Jepang. Untuk menerapkan strategi 




1. April  1996, Japan-U.S.  Joint  Declaration  on  
Security ditandatangani  sekaligus menandai redefinisi 
aliansi pada tingkat strategis. 
2.  September  1997,  institusi  militer  dari  kedua  negara  
menerbitkan Revision Guidelines for Japan-
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U.S.Defense Cooperation yang selanjutnya dikenal 
sebagai New Defense Guidelines. 
3. Beberapa  pernyataan  dikeluarkan  untuk  membantu  
mempromosikan  pernyataan militer  menjadi  
pernyataan  nasional  yang  menekankan  pada  aliansi  
Jepang-AS sekaligus  rnemenuhi  tujuan  untuk  
membangun  ―political  power‖  dan  kemudian 
menjadi ―military power‖. 
 
Pada  prinsipnya New  Defense  Guidelines mengatur  
kerja  sama  militer Jepang-AS  sebagai  revisi  dari Guidelines  
1978.  New  Defense Guidelines memiliki tiga aspek, yaitu:
23
 
a. Pertahanan  khusus  Jepang  dalam  teritorinya  telah  
berubah  menjadi keterlibatan dalam konflik regional.  
b.  Jangkauan  militer,  Jepang  telah  meluas  dari  “Far 
East”  menjadi  “Areas Surrounding Japan”.  
c. Kerja  sama  militer  Jepang-AS  telah  berubah  dari  
partisipasi  statis  dengan menyediakan fasilitas militer 
menjadi lebih dinamis melalui aksi pertempuran. 





Pada  prinsipnya New  Defense  Guidelines mengatur  
kerja  sama  militer Jepang-AS  sebagai  revisi  dari Guidelines  
1978.  New  Defense  Guidelines memiliki tiga aspek, yaitu: 
a. pertahanan  khusus  Jepang  dalam  teritorinya  telah  
berubah  menjadi  keterlibatan dalam korflik regional.  
b. jangkauan  militer,  Jepang  telah  meluas  dari  “Far  
East”  menjadi “Areas Surrounding Japan”.  
c. kerja  sama  militer  Jepang-AS  telah  berubah  dari  
partisipasi  statis  dengan menyediakan fasilitas militer 
menjadi lebih dinamis melalui aksi pertempuran. 
3.4.4 National Defense Program Outline 2004 
Perubahan  Kebijakan  pertahanan  Jepang  semakin  nyata  
saat  pemerintah Jepang mengumumkan dokumen resmi mengenai 
National Defense Program Outline pada 9 desember 2004
24
 Garis 
besar kebijakan pertahanan Jepang yang baru ini, pada dasarnya  
memetakan  kebijakan  pertahanan  Jepang  10  tahun  ke  depan 
yang  akan menitikkan  pada  program  pembangunan  sarana  
pertahanan  jangka  menengah, peremajaan  alat  utama  system  
pertahanan,  dan  rencana  formasi  struktur  pasukan pertahanan 
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Jepang.Kerangka kebijakan pertahanan Jepang yang baru ini 
menggariskan beberapa fokus utama, seperti:
25
 
1. Perubahan persepsi ancaman yang semakin menyebar dan 
meningkat seperti  kemungkinan  serangan  senjata  balistik  
dari  Korea  Utara  dan  RRC  dan terorisme internasional.  
2.  NDPO yang baru ini merujuk pada cakupan (Scope) dan 
sifat (nature) baru  tanggung  jawab  pertahanan  Jepang.   
Kebijakan  pertahanan  Jepang  yang  baru telah  
menggariskan  dua  misi  utama  pertahanan,  yaitu:   
(a) Mempertahankan  tanah  air Jepang  dan  melakukan  
aktivitas  kerjasama  untuk  memelihara  perdamaian 
internasional. Sehingga orientasi kekuatan pertahanan. 
(b) Jepang pun Berubah dari yang bersifat deterrent  effect-
ariented  menjadi  response  capability-oriented,  dengan  
kata lain  Jepang  akan  turut  berperan  aktif  dalam  
berbagai  aktifitas  pemeliharaan perdamaian internasional. 
3. Kebijakan  yang  baru  ini  juga  masih  menekankan  upaya  
penguatan aliansi militer Jepang dengan AS, kendati AS 
telah berhasil mendorong Jepang untuk melakukan burden 
sharing terhadap kebutuhan keamanan di Asia Pasifik. 
3.4.5. Pangkalan Militer Okinawa 
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Struktur sistem internasional yang pada awalnya berbentuk 
bipolar saat ini telah mengalami perubahan seiring dengan 
berakhirnya konflik antara blok barat dan blok timur atau yang 
dikenal dengan Perang Dingin. Tetapi, sampai saat ini belum ada 
satu bentuk tatanan struktur sistem internasional yang pasti. Bila 
dilihat dari segi ekonomi, struktur internasional  yang terbentuk 
bersifat multipolar yang ditandai dengan munculnya kekuatan 3 
negara baru yaitu, Amerika Serikat (AS),Jerman dan Jepang. 
Sedangkan dilihat dari segi militer, diasumsikan bersifat unipolar 
karena AS masih dianggap mendominasi.26 
Bubarnya Uni Soviet (US) telah menghilangkan musuh AS 
dalam perang dingin  yang berskala global selama lebih dari empat 
puluh tahun. Pasca  Perang  Dingin  berakhir  ketika  Uni  Soviet  
akhirnya  bubar menempatkan  Amerika  Serikat  sebagai  satu-
satunya  negara  adidaya  yang memiliki  kemampuan  dan  
kewajiban  untuk  menjaga  dan  mengawasi  ketertiban dunia.  
Banyaknya  sumber  daya  baik  aset  militer  serta  sumber  daya 
intelejen yang memadai semakin mengkukuhkan posisi Amerika 
Serikat sebagai negara super  power, adapun  pengertian  umum  
mengenai  negara super  power adalah sebuah negara yang 
memiliki sumber daya natural yang melimpah, sumber daya 
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manusia yang memadai dan sumber daya militer yang kuat dan 
massive. 
Konsekuensi yang diraih adalah beralihnya persepsi 
mengenai ancaman dari tingkat global ke tingkat regional. Negara-
negara tidak lagi mencemaskan suatu bencana nuklir berskala 
global, melainkan lebih mengkhawatirkan pecahnya konflik-
konflik lokal yang member latarbelakangi pertikaian etnis, 
perebutan wilayah, atau perselisihan dengan akar historis.
27
 Hal 
tersebut juga terjadi di kawasan asia pasifik yang merupakan salah 
satu kawasan penting di dunia dimana pada era perang dingin telah 
menjadi ajang perebutan pengaruh kekuasaan antara AS dan US. 
Konflik di Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, dan 
selat Taiwan menjadi perhatian utama di kawasan  Asia Pasifik 
karena berpotensi untuk menjadi konflik yang besar dan bila tidak 
segera diatasi maka dikhawatirkan dapat menganggu stabilitas 
keamanan kawasan ditambah lagi AS ikut berpartisipasi di 
kawasan ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang besar 
dikalangan negara-negara di Asia Pasifik karena bila terjadi 
kekosongan kekuatan (AS menarik semua pasukannya di Asia 
Pasifik) maka akan mucul persaingan dari negara yang mempunyai 
kapabilitas yang bagus dalam hal militer dan dapat menganggu 
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 Setelah kekalahan Jepang dalam perang 
dunia II dan wilayahnya diduduki  (dalam hal ini diwakili oleh AS) 
menjadikan AS penguasa atas Jepang.  
Dalam masa pendudukan ini, AS merancang demiliterisasi 
dan demokratisasi Jepang melalui konstitusi dan politik yang 
terlihat pada artikel 9dalam konstitusi Jepang. Artikel tersebut 
berisi keputusan Jepang untuk tidak menjalankan hak berperang 
ataupun mendirikan angkatan bersenjata. Rakyat Jepang sendiri 
mendukung dari artikel 9 ini dikarenakan bila ekspansionisme 
kembali bangkit kembali maka akan membawa kehancuran bagi 
masa depan Jepang.  
Dengan demikian aliansi Jepang-AS sebagai jaminan 
keamanan ditetapkan dan secara otomatis menjadikan  Jepang 
menjadi Negara Pasifis (Negara yang cinta damai.)  dengan 
kekuatan adidaya, Amerika Serikat memiliki keinginan untuk 
mengawasi  berjalannya  dunia  dengan  membuat  pangkalan-
pangkalan  militer sebagai  sebuah  bentuk  sub  kewenangan  yang  
berada  di  wilayah  negara  lain. Keberadaan pangkalan militer ini 
memiliki fungsi sebagai pos pengamanan dalam wilayah tertentu 
yang memungkinkan Amerika Serikat dapat memberikan respon 
cepat  ketika  hendak  menurunkan  pasukan  di  wilayah  regional  
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pangkalan militer  tersebut. Pada  masa  perang  dingin  pangkalan  
militer  berfungsi  sebagai instrumen  penjaga  ideologi  demokrasi  
pada  negara-negara  yang  dimungkinkan masuk dalam pengaruh 
ideologi komunis Uni Soviet.  
Sampai pecahnya Perang Dunia Kedua, Okinawa adalah 
sebuah pulau yang damai,  bahkan  tanpa  pasukan  militer Jepang 
ditempatkan  di  sana, hanya  ada kantor  wajib  militer  dengan 







Gambar 2 : Peta Pulau Prefektur Okinawa, Jepang 
Kepulauan Okinawa terletak di selatan kepulauan utama 
Jepang dan terletak di sebelah timur laut Taiwan, Okinawa masuk 
kedalam wilayah regional Kyushu dengan luas wilayah sebesar 
2,271.30 km
2
 dan total populasi penduduk berjumlah1,379,338  
jiwa. Pada tahun 1944 ketika Jepang diambang kekalahan dalam 
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perang dunia, pemerintah Jepang memutuskan untuk membuat  
Okinawa  menjadi  tempat  untuk menentukan akhir pertempuran, 
pasukan  militer  ditempatkan  di  sana  pada skala  penuh. Selama  
perang  dunia  II berlangsung di Tanpa pangkalan  militer,  rakyat  
Okinawa  hidup  dalam  damai  dan memiliki  hubungan 
persahabatan dengan pulau pulau tetangga di Asia.Okinawa banyak 
non combatant yang terlibat dan menjadi korban selama perang 80 
hari.  
Para penduduk yang berhasil selamat kemudian dimasukan 
kedalam kamp  konsentrasi  dan  kemudian  dilepaskan  pada  
tahun  1945.  Pasca perang  hampir  seluruh  wilayah  Okinawa  
hancur  dan  tidak  dapat  diamanfaatkan kembali  wilayahnya.  
Kemudian  ototritas  militer  Amerika  Serikat  memulai 
pembuatan  Chatan  Airbase,  hampir  18.000 hektar  wilayah  
Okinawa  dikuasai oleh  militer  Amerika  Serikat dan 40.000 
pemilik  tanah  dihapuskan  hak kepemilikan tanahnya guna 
kepentingan militer.
29
 Setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  ke  II  
penduduk  Okinawa  kembali berusaha  mengerjakan  tanah  
mereka  yang  selamat  dari  penghapusan  hak  tanah yang  
dilakukan  oleh  otoritas  militer  Amerika.   
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Ketika  itu  penduduk  Okinawa memiliki harapan bahwa 
setelah ditanda tanganinya perjanjian perdamaian tanah mereka  
dapat  kembali,  akan  tetapi  dalam  San  Fransisco Treaty 1951  
yang ditandatangani oleh Jepang dan sekutu mengijinkan dan 
memperpanjang periode kedudukan Amerika  Serikat  di  Okinawa. 
Dengan  kekalahan  Jepang,  penempatan pasukan militer di 
Okinawa seharusnya berakhir.  
Namun, Okinawa saat ini begitu penuh sesak dengan 
keberadaan pangkalan militer AS dan fasilitasnya
.30 
Pangkalan  
militer  di Okinawa  adalah  salah  pangkalan  militer terbesar  
didunia. Sebelas persen dari luas daratan Prefektur Okinawa 
ditempati oleh militer AS. Angka ini naik 20 persen di daratan 
Okinawa. Di prefektur pulau ini dari 1,3 juta orang, 27.000 tentara 
AS ditempatkan di tiga pangkalan militer utama yaitu Yomitan 
Airbase, Chatan Airbase dan Kadena Airbase. Pangkalan militer 
AS di Okinawa  terletak tepat  di  tengah-tengah  daerah  yang  
sangat  padat penduduk. Sebagai  contoh,  pangkalan  udara  
Kadena  memakan  83  persen  dari luas  lahan  kota  Kadena,  
memaksa  lebih  dari  sepuluh  ribu warga  untuk  hidupdalam  17  
persen  sisa tanah.  Penduduk  kota rumah,  sekolah,  rumah  sakit 
dan fasilitas lainnya didesak di daerah kecil dalam jarak hanya 
beberapa ratus meter dari landasan pacu pangkalan. 
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Keadaan seperti ini tidak hanya terdapat pada kota Kadena 
saja, selain Kadena, ada 3 kota dan 50 desa yang tanahnya diambil 
olehpangkalan militer AS. Dan terdapat pula 5 kota di mana lebih 
dari 30 persen dari tanah mereka diambil Desa Yomitan, Desa 
Higashi, Kota Okinawa, Desa Ie dan Kota Ginowan.  
Perkembangan  militer  yang  dilakukan  Jepang  tidak  
terlepas  dari perkembangan kebijakan pertahanan Jepang sejak 
berakhirnya Perang Dunia II. Sejak berakhirnya Perang Dunia II 
Jepang berada dibawah pengaruh sekutu, dan menerima sebagai  
bangsa  yang  kalah  dalam  perang  tersebut. Jepang dan Amerika 
Serikat memperkuat militernya dengan cara meningkatkan alat-alat 
militernya baik itu Angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara diperkuat dengan sistem dan peralatan yang canggih dan 
mempunyai kemampuan jarak jauh :  
Angkatan Udara: Dalam area pertahanan udara, JDA 
memulai melakukan pembelian  pesawat  tanker.  Penggunaan  
pesawat  tanker  ini  telah memperkuat  pertahanan  udara  Jepang  
dalam  dua  hal.  Pertama,  pesawat tempur  dalam  pesawat  
Sistem  Kontrol  dan  Peringatan  Pesawat  terbang (Airborne 
Warning and Control Systems-AWAC) bisa tetap ada di udara 
untuk waktu yang lebih lama, sehingga meningkatkan kemampuan 
Jepang dalam  secepat  mungkin  mendeteksi  ancaman  dari  
udara.  Kedua, penggunaan pesawat tanker  akan memperluas  
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jangkauan pesawat  tempur F-15  dan  pesawat  serangan  ke  darat  
F-12  Angakatan  Udara,  sehingga memberi  kemampuan  untuk  
menyerang  basis  militer  di  negara-negara tetangga.   
JDA  mengatakan  bahwa  penggunaan  pesawat  tanker  akan 
membantu  memperkuat  kemampuan  Jepang  untuk  berpartisipasi  
dalam operasi  internasional,  termasuk  operasi  pemeliharaan  
perdamaian  PBB, karena pesawat tersebut bisa menfasilitasi 
transportasi jarak jauh peralatan dan personel. 
Angkatan Laut: Angkatan Laut Jepang yang sudah cukup 
bisa diandalkan. Di  samping  mendapatkan  satu  kapal  
penghancur  kelas  Aegis  tambahan, Angkatan  Laut  Jepang  juga  
membeli  satu  kapal  transport  berkapasitas 13.500  ton,  kapal  
permukaan  terbesar  Jepang,  yang  bisa  sebagai pengangkut  
pesawat  terbang  ringan  selama  peperangan  saat  decknya 
dimodifikasi dan dilengkapi dengan pesawat landing dan takeoff 
vertikal Harrier-2. Beberapa contoh produk industri militer Jepang 
yang tergolong proyek sangat besar  adalah The  Patriot  surface-
to-air-missile  system,  The  F-15  Eagle,  The  FSX fighter. Proyek 
Patriot dan F-15 merupakan produksi kerja sama antara Jepang 
dengan AS di mana Jepang sebagai coproducer-nya. Sedangkan 
FSX merupakan produk yang mulai  menggunakan  teknologi  
Jepang  sendiri (indigenous  systems). The  Patriot adalah air-
defense  missile  system pertama  yang  dimiliki  oleh  AS.  Bagi  
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Jepang The Patriot merupakan jawaban  atas kelemahan pertahanan 
udaranya  dan  kebutuhannya akan teknologi. F-15 adalah bentuk 
kerja sama AS-Jepang yang semakin besar karena kandungan 
teknologinya yang semakin canggih.
31
 
Gambar 3 : Japan Millitary FSX 
 
Sumber : FXS, diakses dari 
http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/images/f2-059b.jpg pada 
tanggal 29 Juli 2014. 
Pesawat tempur FSX multirole diproduksi oleh Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) dan Lockheed Martin untuk Angkatan 
Udara Bela Diri Jepang , dengan split 60/40 di bidang manufaktur 
antara Jepang dan Amerika Serikat. Pesawat tempur mesin-tunggal 
F-2 (FS-X) mempunyai performa yang dapat setara dengan F-16 
tetapi biayanya lebih tiga kali lebih mahal dari pada F-16. 
Penerbangan pertama F-2 dilakukan pada 7 Oktober 1995. 
Kemudian pada tahun yang sama, Pemerintah Jepang menyetujui 
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pemesanan 141 pesawat, Akan tetapi karena masalah sruktur 
pesawat, waktu awal operasionalnya ditunda hingga 2000 dan 
karena wacana efisiensi biaya, pesanan dikurangi lagi menjadi 98 
pesawat pada 2004. 











Sumber : PAC-3 Patriot Missile – Surface to Air Missile, diakses dari 
http://www.futurefirepower.com/wcontent/photos/orig_250px_Patriot_missile_l
aunh jpg pada tanggal 30 Juli 2014,. 
PAC – 3 adalah  sebuah sistem peluru kendali/rudal darat-
ke-udara (SAM), dari jenis primernya digunakan oleh Angkatan 
Darat Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu. Senjata ini 
diproduksi oleh kontraktor pertahanan AS Raytheon dan namanya 




Gambar 5 : F-15 
 
Sumber : PAC-3 Patriot Missile – Surface to Air Missile, 
diakses pada tanggal 30 Juli 2014. 
 
F-15 Eagle adalah pesawat tempur taktis supersonik segala 
cuaca yang dirancang untuk menciptakan dan mempertahankan 
superioritas udara dalam pertarungan di langit. Pesawat ini 
dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dan Jepang 
bekerja sama , dan pertama kali terbang pada Juli 1972. F-15E 
Strike Eagle adalah variannya yang merupakan pesawat tempur 
serang yang mulai dipakai pada tahun 1989. Angkatan Udara 
Jepang berencana untuk tetap menggunakan F-15 sampai tahun 
2025 
The Patriot Jepang memulai memproduksi pada tahun 1985 
dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan 
udaranya dan menggantikan Nike-J surface to- air  missiles. Patriot  
memiliki  teknologi  yang  lebih  canggih  dibandingkan  dengan 
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semua sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh SDF saat itu dan 
dirancang sebagai alat  untuk  bertahan  dari  serangan  udara  yang  
menggunakan  persenjataan  canggih. Produksi The  Patriot 
melibatkan  dua  perusahaan  besar,  satu  adalah  perusahaan  AS 
yaitu  Raytheon  co. dan  lainnya  adalah  perusahaan  Jepang  yaitu 
Mitsubishi  Heavy Industries. Proyek Patriot ini  memberikan  dua  
macam  keuntungan  bagi  Jepang  yaitu keuntungan  dalam  hal  
penguasaan  teknologi  dan  keuntungan  dari  segi  militer. 
keuntungan teknologi misalnya Jepang menguasai squeeze-casting 
methods yang baru yang  digunakan  dalam  memproduksi  
material  yang  lebih  kuat  untuk  komponen Patriot.  Metode  ini  
menggantikan  metode  sebelumnya  yang  berbiaya mahal. Selain 
itu Jepang juga mendapatkan sistem produksi otomatis dalam 
pelapisan lempeng baja.  
Keuntungan teknologi yang paling penting bagi Jepang 
adalah teknologi  systems  integration, dimana  ketidakmampuan  
Jepang  dalam  teknologi integrasi ini telah menyebabkan industri 
aerospace-nya tidak berkembang selama tiga dekade. Dari segi 
militer, keuntungan yang diperoleh adalah pertahanan udara Jepang 
menjadi  semakin  kuat  dan  tentunya  keamanan  Jepang  menjadi  
lebih  aman. Dengan teknologi yang dimiliki Patriot yang 
tergolong matang dan dirancang untuk membawa kepala  nuklir, 
Patriot  dapat  menangkal  serangan  bom  yang  menggunakan  
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teknologi high-altitude (serangan dari jarak yang tinggi). Selain itu 
kelemahan pertahanan udara Jepang  selama  ini  yang  mudah  
disusupi  oleh  pesawat  musuh-seperti  peristiwa masuknya 
pesawat tempur Uni Soviet dan penempatan pesawat pengebom di 
wilayah pantainya-akan teratasi. Dengan teknologi Patriot yang 
memiliki sistem interceptorcanggih, dan kemampuan untuk 
melacak (tracking)yang tinggi serta menembak cepat (satu  misil  




Proyek F-15 merupakan proyek lanjutan dari proyek 
Patriot, di mana Patriot adalah  sistem  untuk  mengamankan  
wilayah  udara  Jepang  sedangkan  F-15  adalah pesawat  tempur  
untuk  memperkuat  kekuatan  ASDF.  F-15  merupakan  generasi 
pesawat tempur canggih yang menggantikan F-86s dan F-104s 
yang diproduksi pada tahun 1955 oleh Mitsubishi Heavy 
Industries.  
Dengan memproduksi dan memiliki F-15  maka  level  
kekuatan  pasukan  Udara  Jepang  meningkat  signifikan,  karena  
F-15 merupakan  generasi  pesawat  tempur  yang  merupakan  
campuran  dari  tinggi-rendah yaitu kombinasi dari pesawat tempur 
yang kuat, lebih kecil ukurannya, dan  memiliki  kemampuan  
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manuver  yang  tinggi  menyerupai  kemampuan  F-16. Dengan  
pesawat  ini  maka  Jepang  dapat  mencegah  masuknya  pesawat  
US seperti sering kali terjadi  yaitu masuk dan mendaratnya 
pesawat  MiG-25 di daratan Jepang, uji coba air-defense systems, 
dan terbang tanpa ijin di wilayah udara Jepang sampai 600 kali 
dalam setahun.
33
 Anggaran  pertahanan  militer  Jepang  digunakan  
militer  Jepang  untuk mendapatkan rudal patriot tipe PAC-3 dan 
rudal pencegat SM-3 dari AS dan kapal selam dengan total harga 
182 juta yen. Jepang juga membeli 6 pesawat jet tempur tipe F-2 










Jepang memiliki perjanjian keamanan bersama Amerika 
Serikat (AS) dimulai pada tanggal  8 September 1951. Perjanjian  




Richard P, Japan-U.S. Relations : Issues for Congress, diakses dari 
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tersebut  dikenal  sebagai  perjanjian  San Fransisco, yang 
merupakan wujud kerjasama keamanan pasca Perang Dunia II, 
agar Jepang tidak kembali sebagai  kekuatan  militer  dan  lebih  
memikirkan  pembangunan ekonominya  yang  hancur  akibat  
Perang.  Perjanjian  tersebut  menyebabkan  Jepang tergantung 
pada jaminan keamanan ke AS. Jepang  menekankan  dua  
kebijakan penting yaitu kebijakan luar negeri omni-directional,  
dan  kebijakan comprehensive security.
35 
Kedua  kebijakan  
tersebut  turut  mendasari  kebijakan  pertahanan  Jepang yang  
menekankan  hubungan  yang  baik  dengan  setiap  negara  serta  
menekankan keutuhan keamanan nasional. Walaupun konstitusi 
pasal 9 tidak memperbolehkan  Jepang  memiliki  pasukan  militer,  
namun  Jepang  membentuk Self Defense  Forces (SDF),  sebagai  
hak  untuk  membela  diri  dan  menjaga  keamanan nasional. 
Di tahun 1976, melalui  “National  Defense  Program  
Outline”  (NDPO), konsep pertahanan nasional dari sisi 
kepentingan Jepang mengalami kemajuan, karena sudah diarahkan 
untuk melindungi Jepang dari sasaran agresi bersenjata, selain tetap 
menyimpulkan  bahwa Mutual  Security  Treaty (MST)  masih  
cukup  mampu melindungi  wilayah  Jepang  menghadapi  
kemungkinan  konflik  di  Asia  Timur. Ketentuan  pokok  yang  
masih  tetap  diberlakukan  adalah  larangan  untuk  memiliki, 
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memproduksi dan menggunakan wilayah Jepang sebagai transit 
senjata nuklir. NDPO 1976 juga, untuk pertama kalinya dilakukan  
konfirmasi ke publik mengenai  struktur  kekuatan,  tingkat  
kemampuan  pertahanan  yang  dimiliki  Jepang pada masa damai. 
Namun perubahan sistem internasional dan meningkatnya 
potensi ancaman  di  kawasan  menyebabkan  Jepang  merasa  
perlu  mengantisipasinya  dengan mengubah kebijakan pertahanan. 
Terdapat kesepakatan antara Jepang dan AS tentang perlunya  
peningkatan  kerjasama  bilateral  untuk  mempromosikan  
aktivitas-aktivitas militer  di  tingkat  regional  maupun di global. 
dalam hubungan keamanan  bilateralnya dengan  AS, Jepang tidak  
banyak  menentang  tuntutan  AS.
36
 Kesepakatan  antara  Jepang-
AS  dalam masalah  ini  tercermin  dalam  revisi  kerja  sama  
pertahanan  Jepang-AS  yang  dimulai pada tahun 1996. Revisi 
tersebut pada hakikatnya mendorong Jepang untuk berperan lebih  
aktif  dalam  menangani  masalah  keamaran  Jepang  dan  menjaga  
stabilitas kawasan  Asia  Pasifik.   
Keselarasan  Jepang  dan  AS  di  bidang  ini  dapat  
dimengerti mengingat  adanya  implikasi  regional  dan  global  
yang  penting  dalam  hubungan keamanan  bilateral  tersebut, 
dicapai kesepakatan  yang  disebut  “US-Japan  Defense  
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Guideline” yang  menetapkan “comprehensive  planning  
mechanism‖ yang  lebih  menekankan  kerja  sama  bilateral yang  
bukan  hanya  terfokus  pada  pertahanan  wilayah  Jepang  saja,  
tetapi  juga  untuk mengantisipasi  gangguan  keamanan  regional.  
Menghadapi  ancaman  nuklir  Korea Utara  dan  penculikan  
warga  Jepang  oleh  agen  Korea  Utara,  serta  masih  pekanya 
hubungan  Jepang  RRC,  meningkatkan  sikap  nasionalisme  di  
masyarakat  dan menguatnya  keinginan  untuk  merevisi  
konstitusi  1947,  agar  Jepang  segera  menjadi negara normal. 
Dari seluruh perjanjian yang kedua negara sepakati, seluruh 
perjanjian setiap tahun mengalami revisi dan itu semakin 
meningkat yang menguntungkan Jepang sebagai aliansi yang 
dibantu oleh Amerika serikat untuk menjamin keamanan Jepang 
dari agresi atau ancaman yang dilakukan oleh Negara di kawasan  
Asia Timur dan serta Amerika memiliki keuntungan yang 
membuat keeksistensinya tetap ada di Kawasan Asia Pasifik. Serta, 
perjanjian-perjanjian yang kedua Negara lakukan itu sangat 
mengikat. Seperti contoh pada NDPO 1976 menegaskan bahwa 
jika terjadi situasi darurat seperti konflik militer di kawasan Asia 
Timur walau tidak menimpa Jepang secara langsung, maka Jepang 
dengan bantuan AS akan turut berupaya menghadapi situasi darurat 
tersebut. Situasi  keamanan  di  Asia  Timur  setelah  penyusunan  
NDPO  1996  ternyata semakin  mengalami  perkembangan. 
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Namun, Potensi  ancaman  berupa  proliferasi  nuklir, senjata 
pemusnah massal dan perkembangan militer di kawasan semakin 
meningkat. Salah  satunya  adalah  RRC,  negara  yang  berada  
satu  kawasan  dengan  Jepang  yang melakukan  peningkatan  
kemampuan  militernya. 
 Timbulnya kekuatan baru di kawasan Asia Timur seperti 
RRC dan Korea Utara yang mengaktifkan rudal dan roket jarak 
jauh yang menimbulkan kekhawatiran  yang besar bagi Jepang 
serta terjadi  peningkatan  ancaman  regional.  Situasi  ini  
membuat  pemerintah  Jepang menginginkan adanya tindakan 
peran Jepang dalam aliansi dengan AS, tidak hanya sekedar 
sebagai partner junior tetapi lebih sebagai mitra yang sejajar dalam 
beraliansi. 
Stagnansi dalam aliansi pertahanan dan keamanan Amerika 
Serikat dan Jepang sudah mulai terjadi dalam hubungan kedua 
negara. Aliansi Jepang dan Amerika sejak pendudukan sekutu 
lebih banyak berfokus pada sektor ekonomi. Dalam bidang 
pertahanan dan keamanan sering muncul pola berpikir Amerika 
Serikat selalu membuat aturan main sendiri (dari Jepang) dan 
Jepang terlalu pasif hingga menjadi beban aliansi (dari Amerika 
Serikat).  Hal ini membuat peneliti sangat tertarik untuk membahas 
masa depan aliansi untuk kedua Negara. Dikarenakan dinamisnya 
struktur internasional membuat aliansi ini untuk 5-10 tahun yang 
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akan mendatang secara perlahan aliansi ini akan melemah dan 
bubar. Ini ditandai beberapa faktor beserta alasannya seperti 
amandemen pasal 9 dan tekanan anggaran ekonomi yg menjerat 
perekonomian AS yang membuat aliansi ini tidak akan bertahan 






1.2  SARAN 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, peneliti 
memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Hendaknya Jepang mempertimbangkan kembali aliansi yang mereka 
setujui dengan Amerika serikat dikarenakan selama aliansi yang merka 
jalani dan membuat persetujuan ataupun perjanjian, tidak adanya jangka 
waktu yang ditentukan. Hal ini membuat seolah-olah Amerika Serikat 
menjadi pengontrol atau mengendalikan Jepang sebagai negara bonekanya 
dan Amerika Serikat pun pasti memiliki kepentingan nasional  jika berada 
dikawasan Asia Pasifik. 
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2. Hendaknya Amerika Serikat lebih fokus kearah ekonomi saja, dikarenakan 
dari tahun 2008 sampai sekarang keadaan perekonomian Amerika Serikat 
masih belum stabil. Ini berdampak langsung ke beberapa negara  
perekonomian Negara-negara dunia ketiga yang menjadikan Dollar 
sebagai acuan untuk ekonominya. 
3. Penulis menyarankan kedua agar mempertimbangkan lagi Aliansi ini agar 
setidaknya tidak ada saling curiga di kawasan Asia Pasifik yang sering 
dilanda saling berlomba-lomba untuk memperlihatkan teknologi 
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